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TENTANG

PERT'BAHAN ATAS PERATT'RAI{ WALIKOTA BATU
I{OMOR 22 TAJTUN 2018 TENTAITG TAMBAIIAI{ PEITGIIASILI\il

KIPADA PEGAWAI IYEGERI SIPIL PADA BN)AN KIUAITGAN DAERAII
SELAI(U SATUAIT NER^'A PEI{GELOLA KEUAI{GAN DAERATI

DENGAN RAHMAT TUHAI{ YANG MAHA ESA

If,ALIXOTA BAfT',

Menimbang bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan
pengelolaan keuangan daerah, perlu menetapkan
Peraturan Walikota Batu tentang Perubahan atas

Peraturan Walikota Batu Nomor 22 Tahun 2018 tentang
Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil pada

Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Satuan Kerja

Pengelola Keuangan Daerah;

Mengingat l. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2OOl tentang

Pembentukan Kota Batu (lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4118);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan

l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara (t embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentangPembentukan peraturan perundang_undangan
(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubahdengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2O19
tentang perubahan atas Undang_Undang Nomor 12Tahun 2}ll tentang pembentukan peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Tlg Nomor laJ, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 639g);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang
Aparatur Sipil Negara (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 6, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2074 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5Sg7)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nornor g Tahrln AOlS
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republlk
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2074 Nomor 292,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2O17 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (l,embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63,

Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6037);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Pembinaan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,

Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6041);
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11. Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
I-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21Tahun 2011 tentang perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor t3 Tahun
2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan
Daerah;

13. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor g Tahun 2011
tentang Pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah;

Menetapkan:

MEMUTUSXAIY:

PERATURATY WAIIKOTA TEIYTANG PERUBAHAIT ATAS
PERATURAIY WAIIKOTA BATU IVOMOR 22 TATIT'N 2018
TENTAITG ?AMBAHA.IT PENGHASILIIN KEPADA PEGAWAI
ITEGERI SIPIL PADA BADAIT XTUA.ITGAIT DAERAH
SEI,AI(U SATUAN KIR.'A PEITGEI.OLA KEUAIIGATT
DAERAII.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Watikota Batu
Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan
kepada Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pengelola
Keuangan Daerah selaku Satuan Kerja Pengelola
Keuangan Daerah diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 di antara angka 4 dan angka 5

disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 4.A sehingga
Pasal I berbunyi sebagai berikut:

Pasal I

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota

Batu.
3. Walikota adalah Walikota Batu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah

Kota Batu -
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Pasal I



4.A. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah
adalah Asisten Administrasi Umum Sekretaris
Daerah Kota Batu.

5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan
kewajiban daerah dalam rangka pe.ryelengg"."",
pemerintahan daerah yang dapat dinilai denganuang termasuk didalamnya segala bentuk
kekayaan yang berhubu.rgan d.ngan hak dan
kewajiban daerah tersebu t.

6. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat ApBD adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan daerah yang
dibahas dan disetujui barsa.rna oleh perneriotah
daerah dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah,
dan ditetapkan dengan peraturan Daerah.

7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat
PNS adalah warga neeara Indonesia yzrng
memenuhi syar:at tertentu, diangkat sebagai
pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh
pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki
jabatan pemerintahan.

8. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah
Kota Batu.

9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang
selanjutnya disingkat SKpKD aclalah perangkat
daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna
anggaran/pengguna barang, yang juga
melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

10. Kepala Satuan Kerja Pengclola Kcuangan DaeraJl
yang selanjutnya disebut Kepala SKPKD adalah
Kepala BKD yang mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak
sebagai Bendahara Umum Daerah.

11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang
selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala
SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai
Bendahara Umum Daerah.

12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya
disingkat BUD adalah pejabat yang diberi tugas
untuk melaksanakan fungsi bendahara umum
daerah.

13. Sekretaris adalah Sekretaris pada BKD.
14. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada BKD.
15. Kepala Sub Bidang adalah Kepala Sub Bidang

pada BKD.
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16. Kepala Sub Bagian adaiah Kepala Sub Bagian
pada BKD.

17. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai olehBendahara Umum Daerah.
18. Pengelolaan uang adalah kegiatan pengelolaan

uang yang dikuasai oleh Bendahana UmumDaerah yang mencakup pengelolaa., t"" a.r,surat berharga termasuk kegiatan untukmenanggulangi kekurangan kas atau
memanfaatkan kelebihan kas secara optimal.

Di antara pasal 3 darr,pasal 4 disisipkan 1 (satu)Pasal yaitu pasal 3.A berbunyi 
".u"s"t-flil",,

a

Selain diberikan kepada pegawai sebagaimana
dimaksud dalam pasal 3, Tambahan penghasilan juga
diberikan kepada Sekretaris Daerah dan Aslsren
Administrasi Umum Sekretaris Daerah.

Di antara Pasal 4 dan pasal 5 disisipkan 1 (satu)
Pasal yaitu Pas.al 4.A berbunyi sebagai tr-erilrr.rt:

Pasal 3.A

Pasal 4.A

Tambahan penghasilan kepada Sekretaris Daerah
dan Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.A diberikan
dengan kriteria rincian tugas sebagai berikut:
a. Sekretaris Daerah mempunyai tugas:

1. koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan
Daerah;

2. koordinasi di bidang penyusunan rancangan
APBD, rancangan perubahan APBD, dan
rancangan pertanggungiawaban pelaksanaan
APBD;

3. koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan
APBD;

4. memberikan persetujuan pengesahan DPA
SKPD; dan

5. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang
Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah
mempunyai tugas;
1. membantu Sekretaris Daerah dalam koordinasi

Pengelolaan Keuangan Daerah;
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2. membantu Sekretaris Daerah dalam koordinasi
di bidang penyusunan rancangan APBD,
rancangan perubahan APBD, dan rancangan
pertanggungiawaban pelaksanaan APBD;

3. membantu Sekretaris Daerah dalam koordinasi
penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;

4. membantu Sekretaris Daerah dalam
memberikan persetujuan pengesahan DPA
SKPD; darr

5. membantu Sekretaris Daerah dalam koordinasi
peiaksanaan tugas lainnya di bidang
Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paral II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal !0 Oktober 2019

,/T;;:

Diundangkan di Batu
padatanggal' F Oktober 2019
SEKRETARIS DAERAH XOTA BATU,

DEWANTI RUMPOKO

ZAD

BERTTA DAERAH KOTA BATU TAHUN 20i9 NOMOR &2/A
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